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PERATURAN DESA KONDANGJAJAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) KONDANGJAJAR

Menimbang :

Mengingat

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—

KEPALA DESA KONDANGJAJAR

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Ayat (3)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan
pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya
dengan mengacu pada perencanaan pembangunan
Kabupaten.

bahwa sebagai mana yang dimaksud huruf a,
perencanaan  pembangunan desa terdiri  dari
Perencanaan Jangka Menengah yang disebut RPJM dan
Perencanaan Tahunan atau yang disebut RKP Desa;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKP Desa) Kondangjajar Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);
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Undang-undang Nomor 21 ‘Tahun 2012 tentang
Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa
Barat;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
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Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan
Mekanisme Pengambilan Keputusan Musayawarah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2021, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2022;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Prosedur dan Pengharmonisasian, Pembulatan dan
Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-
Undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44
Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Menteri  Keuangan Republik Indonesia
Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer
ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam
Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa;

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/

Jasa di Desa;
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Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24
Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah;

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 19 Tahun 2016
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana
Kerja Pemerintah Desa;

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2018
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa Serta Klasifikasi Desa di Kabupaten Pangandaran;
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2018
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Desa di Kabupaten Pangandaran;
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 22 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 57 Tahun 2021
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di
Desa di Kabupaten Pangandaran;

Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 2 Tahun 2019
tentang Kewenangan Berdasarakan Hak Asal-Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kondangjajar;
Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 11 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJM Desa) Kondangjajar Tahun 2020-2025;

Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 6 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB
Desa) Kondangjajar Tahun Anggaran 2024,

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KONDANGJAJAR

dan
KEPALA DESA KONDANGJAJAR

MEMUTUSKAN :



Menetapkan

- s

: PERATURAN DESA KONDANGJAJAR TENTANG RENCANA

KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) KONDANGJAJAR
TAHUN 2024.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat
desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
Kepala Desa adalah Kepala Desa Kondangjajar.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama BPD.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
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Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari
kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan
hak lainnya yang sah.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber
daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai
tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Pemberdayaan  Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,serta
memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan
kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan
masyarakat Desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan
Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa
untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang
selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah
forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara
partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan
kelurahan (pihak berkepentingan untukmengatasi
permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak
hasil musyawarah).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang
selanjutnya  disebut dengan Musrenbang RKPD
Kabupaten di Kecamatan adalah forummusyawarah
stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan
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masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepgkaﬁ
kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut,
sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana
Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6
(enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa,
rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah
kebijakan pembangunan Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut
dengan RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM
Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana
penyelenggaraan PemerintahanDesa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang
menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai
sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun
sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan,
antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak,
pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat
miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian
lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna
dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian,
serta kearifan lokal.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disebut dengan APBDesa adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan
disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan
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belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan  kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD
adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten /Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai
karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi
sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan,
prasarana dan sarana, sertaper kembangan kemajuan
dan permasalahan yang dihadapi di desa.

Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa
depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan
oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan
keadaan obyektif Desa.

Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu
yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi
dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau
merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat

terwujud secara efektif dan efisien.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Desa Kondangjajar Tahun 2024

merupakan Pedoman/acuan operasional bagi Pemerintah

Desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan selama Tahun

Anggaran 2024. RKP Desa ini menjadi acuan untuk ditindak

lanjuti dalam pembahasan dan penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Desa Kondangjajar

Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pasal 1 disusun sebagai

berikut :
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KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI
BAB | PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

1.2, Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Proses Penyusunan RKP Desa

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
2.1. Pendapatan Desa

2.2. Belanja Desa

2.3. Pembiayaan

BAB Il RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. Berdasarkan Evaluasi Pembangunan Sebelumnya
3.2. Berdasarkan RPJM Desa

3.3. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa

3.4. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DESA

4.1. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa

4,2, Prioritas Program Pembangunan Skala Kec/Kab
4.3. Pagu Anggaran Sementara

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun

RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.

2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP

Desa Tahun 2025.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.

4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke

Desa.

5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan

pembangunan Desa.

6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau
Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun

anggaran berikutnya,

7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilah

Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
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8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa,

9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.

10.
11.
12,
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19,

20.

21.

22.

23.
24.

Rancangan RKP Desa Tahun 2025.
Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2024.

Gambar Desain Kegiatan.

Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2026.

Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
Dokumen Pandangan Resmi BPD.

Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang
Desa RKP Desa Tahun 2025.

Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.

Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.

Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2025,
Notulen dan Daftar Hadir.

Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2025 dan DU-
RKP Desa Tahun 2026.

Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan,
penyepakatan dan pengesahanan rancangan RKP Desa
tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.

Dokumen RKP Desa Tahun 2025

Dokumentasi Foto Kegiatan.

Pasal 4

Isi beserta uraian RKP Desa adalah sebagaimana tercantum

dalam

lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

Pasal 5

Apabila dipandang perlu, Kepala Desa dapat menetapkan

Keputusan Kepala Desa sebagai pedoman dalam realisasi

pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setinp orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Desa Kondangjajar,

Ditetapkan di : Kondangjajar
Pada Tanggal : 30 September 2024
. KEPALA DESA KONDANGJAJAR

Diundangkan di : Kondangjajar
Pada Tanggal : 2 Oktober 2024
SEKRETARIS DESA KONDANGJAJAR

\
) -

AGUNG GUMULYA

LEMBARAN DESA KONDANGJAJAR TAHUN 2024 NOMOR 2



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA RKP DESA TAHUN 2025

format-25
DESA 3 KONDANGJAJAR
KECAMATAN 2 CIJULANG
KABUPATEN : PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT
Biaya dan Sumber Pola
Pembiayaan Pelaksanaan
- e Mendukung | Data Eksisting Tahun Target Capaian = Volume & | Penerima pr e (swa.ktlola[
to Braoe e SDGs ke- Berjalan Tahun 2025 Tk Satuan | Manfaar | Foi2ksanaa ey
n Sumiah gy~ | Tmhex | AuterDiess/
Biaya Kerjasama
pihak Ketiga)
a > d e i g h ¥ J k i m n
1 |Penyclenggaraan 1 jPenyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa - Sering terlambat Kescjahteraan Desa 12 Bin Kades Jan-Des 36.000.000| ADD Swakelola
Pemerintahan Desa pembavarannya
2 |Penvediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa - Sering terlambat Kesejahteraan Desa 12 Bln Perades Jan-Des 348.734.640 ADD Swaks=lola
pembayarannva
3 {Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan| R Masih kurang dari Kesejahteraan Desa 12 Bln Kades & Jan-Des 24.007.284| ADD Swak=lola
Perangkat Desa keperluan yang Perades
sebenarnva (ketentuan)
4 |Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa - Terlaksananya Desa 12 Bln Kades, Jan-Des 66.384.820 | PAD, ADD Swakelola
(ATK, Honor PKPKD dan PPKD dli) tata kelola Perades, dll
pemerintahan
5 |Penyediaan Tunjangan BPD - Sering terlambat Kesejahteraan Desa 12 Bln | Anggota BPD | Jan-Des 88.926.000 | PAD, ADD Swakelola
pembavarannya
6 |Penyediaan Operasional BPD - - Terlaksananya Desa 12 Bln Anggota BFD | Jan-Des 27.113.400| ADD, PSP Swakelola
Kegiatan dan
Fungsi BPD
7 |Penyediaan Insentif Operasional RT/RW Kesejahteraan Desa 42 org |Ketua RT/RW| Jan-Des 54.450.000 | DDS, PBK Swakelola
RT/RW
8 |Penvediaan Operasional Pemdes dari DDS - - Dukungan Desa 12 Bln Kades, Jan-Des 25.614.620 DDs Swakslola
Koordinasi Perades, dll
Pemerintahan,
Kerawana sosial
dan Seremonial
Desa
9 |Penvediaan Tnj. Jabatan Kades & Perades - = Kesejahteraan Desa 12 Bln Kades & Jan-Des 35.825.616 ADD Swakslola
Perades
10 |Penvediaan Tnj. Keluarga Kades & Perades - - Kesejahteraan Desa 12 Bln Kades & Jan-Des 26.264.520 ADD Swakelola
Perades
11 |Penvedian TPAPD Kepala Desa (PBP) - - Kesejahteraan Desa 1 Org Kades Juli 5.000.000 PBP Swake=lola
12 {Penvedian TPAFPD Perangkat Desa (PBP) - - Kesejahteraan Desa 12 Org Perades Juli 20.000.000 PBP Swakelola
13 |Penyedian TPAPD Kepala Desa (PBK, PAD, PBH) - Keterlambatan Kesejahteraan Desa 12 Bin Kades Jan-Des 24.400.000 | PAD, PBH, Swakelola
penyaluran (baru . PBK,
menerima 1 bin)
14 |Penyedian TPAPD Perangkat Desa (PBK, PAD, - Keterlambatan Kesejahteraan Desa 12 Bln Perades Jan-Des 132.663.220 | PAD, PBH, Swakelola
PBH) penyaluran (baru PBR,
menerima 1 bln)
Penvediaan Sarana (Aset Tetap) = Pengadaan Aset Desa 7 Unit Kades, Juni ].216.000 PBH Swakelola
Perkantoran/Pemerintahan Perkantoran Perades
15 |Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa - Pengecatan Desa 1 Pk KRades, November 16.106.000 PAD Swakelola
Gedung Kantor Perades
Desa
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16 |Priayanan Adsinsstras Umum dan . Tata kelola pelavanan | Permtasn dan Des= 1St Kades, [ TTESE] DoS | Sweseii
Rependudukan vang belum maksimal Pengadaan Perades, 40 I
Fasilrtas i
Pelavanan Umum ;
17 |Penvelenggarasn Musvawarah Desa Lainmva - Peyelenggaraan Desa 12 Bin Kades, S-Agy 2w ADD Swageiciz
NMusdus, rembug desa, Non Reguler) Musyawarah vang] Perades, &8 !
e i
8 mmmm - - Ketersedisan Desa 2 Dol Fades, Mar=e-Sep 1L o O0S | Sewicice
Desa dan RPJM Anggota BPD, |
- § AT ]
19 F\u:admi?ﬂmﬁ'mqw':h - Kekosongan jabatan Pengadieen Desa 10z Kades, Pebreari '=‘Y...’.ﬂ:i‘ T | Sesecis
perangkat desa Perades Ferades, i i
Angews BFD, | !
l_e’—"'l - . E
Eonich Per Bidang 1 18BTS 570 3
2 [Fembangmen Desa 1 [Peovelenggarsan Posvandu MIm Tazmbahan, Kis ! !
Bumil, Lansia, Insentif i i
~ PMT Posyandy, 3 Jumizh sosoren yong Kesehaton Desa SPos Mosyoohr | JonTes Scsecooed Dos | St
G Mosyoroiar i !
- PMT Stuoncing K Masi Ada Kosus |  Kesehzem Desa §503 | Mosymoinz | JomDes S20se :n:! = | Seckee
Mosyoraiar '
- Operaswonal Polsanal 3 - - Desa 1E= Eoder S Tes :zx:u:? = | Scorene
P ! !
- Operasona! Posyandu 3 = Perelempmrn— Desz Sees e GemDes 750000 =P | Swwkeke
Posyanc Fosemc § |
- Insesy Kader Posyandy 3 Bebum menconation Keseyteenm Desz <20z Eode 3= 22500000 D05 FER Seetwine
Sisensi Foses : i
2 mmfmwm ] |
- Pemmgiccton 2 Moyor Basuson g Jalon sudah ruksck Pen Sy $S5°3%C.03| Maosyooha Aprd SS3eoaoe DS | St
dengem Aspt - ] ,
oty !
3 |Pembenguman /Rebabiitasi/Feningiaten [Penger
asan Jalan Usaha Tani I
-mmmmm 9 Jalan Aicses ke Permmoem Pemsnghozem Bnongan S5TTm | Mosyosies Sexezmier 273‘_‘11“ aes Suctene
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Pembinaan Oroup Kesenian dan Kebudayaan 18 Group Kesenlan/ Pengadaan Alat Desn 1 8et Masyarakat / April 3.000) ()0 pDs Swakeloln
Tingkat Desa Kebudaynan yang belum | Musik Rabana Group
__Ieseplan
Penyelenggaran Festival Kesenian, 18 Pelaksanaan HUT RI, Pelaksoannan HUT Desa 4 Keg Manynrakat Mel- 90,310,000 Ds HBwakelola
Adat/Kebudavaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya PHBI dan Kebudayaan R1, PHBI, Agustus
Keagamaan dl1) yang perlu peningkatan | Kebudayann dan
ol ladl
Pembinaan PRKK 18 Fungsl LKD Helum Pelatihan dan Desa O8 Orang | Kader PKK April 5.500.000 pos Swakelola
Opthmal Pembinaan LED
Penvediaan Operasional Lembaga 18 Masih kurang dari Terlnksananya Desa 6 LKD Lembagn Jan-Des 12.500.000 PAD Swakrlola
Kemasyarakatan Desa Lalnnya keperluan yang Fungsl & Tugas Kemnsynrakat
schenmmivo LKD an Desa
Jumlah Per Bidang 3 131 110 000
Pemberdavaan Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dl) Kelompok perikanan yang| Bantuan dana Desa 1 Kel Kel. April 4.000.000 DDs Swakrlola
Masyarakat perlu pengembangan stimulan Perikanan
Peningkatan Produksi Peternakan (alat Kelompok peternakan Bantuan dana Desn 1 Kel Kel. April 10.000.000 pDs Swakelola
produksi/pengelolaan/ kandang) yang perlu pengembangan stinulan Peternakan
Pembangunan Saluran Irigasl Tersler/Sederhana Saluran Irigasl yang petlu |Pengaiman Binangun 750 m Masyarakat April 40.955.430 DDS8  |Swakelola
peningkatan Pesawnhan
Jumlah Per Bidang 4 54955 430
Proanggulangan Penanggulangan Kebencanaan 13 Banjir tabunan dl Desa | Penangulangan Desi 1 Keg Masyarakat - 7.000.000 DDs SBwakelola
Bencana, Keadaan Kondangjajar Kebencanaan/Ins Terdampak
Darurat dan Mendesak idenul bencana
Desa
Keadaan Darurat/BLT-D 1 Diperjalanan tahun ada BLT-DD Desa 6 OT A-RTM Jan-Des 21.600.000 Dos Swakelola
KPM yang meninggal
dunia (perbaikan data)
Jumlah Per Bidang & 28 600 000
]mnmmmu MODAL KETAHANAN PANOAN I Ayam Pedaging Desa | 1 Kmldunﬂ Masyarakat | Jan-Des 182.679.000
o Jumlah Total 1.955.263 500

LR

Ut -

Kondangjajar, 29 Agustus 2024
Disusun oleh




